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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pengaturan hukum pidana terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia 
2. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika merupakan kebijakan penal dalam undang-undang itu antara lain kebijakan kriminalisasi, kualifikasi tindak pidana, perumusan sanksi pidana, ancaman pidana minimal percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, pertanggungjawaban pidana korporasi
3. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 adalah telah sesuai dengan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat.
B. Saran.
1. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah jumlah tenaga pendamping/konselor dalam program rehabilitasi. Sanksi berupa menjalani rehabilitasi juga menjadi salah satu pemecahan dari permasalahan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah overload. Di samping itu, berkaitan dengan keberagaman istilah pengguna narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu dilakukan revisi terhadap UU tersebut, agar penerapannya dapat berjalan efektif.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan bagi pengguna narkotika. Karena itu, hakim seharusnya lebih banyak memutus sanksi berupa rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang juga dianggap dapat memutus hubungan dengan jaringannya.
3. Diharapkan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam memutuskan suatu putusan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan
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